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ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 30/PUU-XV1/2018 terkait
larangan pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Derah
(DPD), merupakan langkah yang diawali dari ketidakjelasan maksud dari Pasal
128 huruf | Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu
banyak dari anggota DPD sebelumnya merasa tidak ada sebuah aturan baku yang
mengatur terkait syarat menjadi anggota DPD dari pengurus Partai politik.
Terlebih hal ini MK menganggap tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan
oleh UUD 1945.

Melalui latar berlakang di atas, larangan pengurus Partai politik menjadi
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perspektif Magasid Syari*ah (Studi
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI1/2018) memiliki rumusan
masalah sebagai berikut; a) Bagaimana Substansi dari Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 30/PUU-XV1/2018 tentang pemilu?. b) Bagaimana tinjauan Teori
Magasid al-Syart‘ah terhadap tidak bolehnya anggota DPD dari pengurus partai
politik berdasar putusan MK No. 30/PUU-XV1/2018?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (/ibrary research) dengan
menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis yang tidak mempergunakan
angka-angka melainkan memberikan gambaran-gambaran melalui data teks dari
Putusan MK, dengan mendasarkan putusan MK No. 30/PUU-XV1/2018 ditinjau
dari  konsep = yang ada dalam teori - Magasid Syari‘ah. Bahan
penelitian ini terdiri dart bahan hukum primer yaitu berupa putusan MK No.
30/PUU-XV1/2018. Bahan hukum sekunder berupa UU tentang Pemilu, buku-
buku, majalah, internet. Bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan
lain-lain.

Berdasarkan metode yang digunakan, dapat dihasilkan kesimpulan, bahwa
dalam putusan MK No. 30/PUU-XV1/2018 terkait larangan pengurus partai
politik menjadi anggota; DPD; putusan: tersebut memiliki kesesuaian terhadap
konsep Magasid Syart*ah dimulai dari al-Daruriyah, yaitu-kepentingan esensial
yang berupa menjaga kehormatan DPD. Selanjutnya a/-hajiyyah (kebutuhan) dan
terkahir dalam Konsep al-tahsiniyyah (Pelengkap). Kesesuaian ini maksudnya
dari 3 konsep dasar Magasid Syari*ah, putusan: MK yang berupa larangan
pengurus partai politik menjadi anggota DPD, adalah sebuah langkah hukum yang
tentunya mengarah pada kepastian hukum itu sendiri.

Kata kunci: DPD, Putusan Mahkamah Konstitusi, Magdasid Syari*ah
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MOTTO

Bukan seberapa cepat kita diwisuda, tetapi seberapa
kuatnya kita menjalani proses.

“selesaikanlah apa yang pernah kita mulai”
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PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada almarhumah ibu saya

Semoga beliau selalu berada disisi allah di surga

Dan tak lupa Ananda persembahkan kepada ayahanda tercinta

Yang selalu bercucuran keringat tak kenal waktu dan tempat

Merawat anak yang tak tahu balas budi

Merawat Ananda yang belum bisa berbakti

Kata terimaksih pun masih tak mampu lukiskan apa yang ada dihati

Terimaksih juga buat kakak dan adik tercinta

Selalu saling support tanpa kenal lelah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0543b/U/1987.
A. Konsonan Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
) Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ b be
< Ta’ t te
& Sa’ § es (dengan titik di atas)
& Jim J je
d Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
d Kha’ kh ka dan ha
2 Dal d de
3 Zal 7 zet (dengan titik di atas)
J Ra’ r er
J Zai z zet
o Sin S es
o Syin sy es dan ye
wl Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)
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b Ta’ t te (dengan titik di bawah)
b 73’ z zet (dengan titik di bawah)
' ‘Ain ‘ koma terbalik di atas

& Gain g ge

o Fa’ f ef

it Qaf q qi

d Kaf k ka

J Lam I el

p Mim m em

o Nun n en

3 Wawu w w

2 Ha’ h ha

s Hamzah b apostrof

] Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap
3adwia Ditulis Muta ‘addidah

X Ditulis ‘iddah

C. Ta’ marbitah
Semua ta’ marbitah ditulis dengan 4, baik berada pada akhir kata
tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh
kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang
sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya
kecuali dikehendaki kata aslinya.

Vii
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LULN ditulis Hikmah

e ditulis ‘illah
el ¥ dal 8 ditulis karamah al-auliya’

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

Fathah ditulis A
Kasrah ditulis i
Dammah ditulis u
Jaé Fathah ditulis fa‘ala
89 Kasrah ditulis zukira
Ry Dammah ditulis yazhabu
E. Vokal Panjang
1. fathah + alif ditulis A
Ll ditulis Jjahiliyyah
2. fathah + ya’ mati ditulis a
e ditulis tansa,
3. Kasrah+ ya*mati ditulis r
PUgs ditulis karim
4. Dammah + wawu mati ditulis i
R ditulis furid
viii
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F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya’ mati ditulis
pSi ditulis
2. fathah + wawu mati ditulis
Js ditulis

Ai
bainakum
au

qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al ditulis a’antum
eie ditulis u ‘iddat
pisd ol ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf

awal “al”
Ol AN ditulis al-Our’on
LAl ditulis al-Qiyas

2. Bila -diikuti© huruf ‘Syamsiyyah ‘ditulis ‘sesuai.’ dengan huruf pertama

Syamsiyyah tersebut

& Laal ditulis

VA ditulis

as-Sama

asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

o2y Al g 93 ditulis
4L Jai ditulis

zawi al-furid

ahl as-sunnah
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KATA PENGANTAR

(FAE AR 3
b " (] —
~ -

Syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena
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berjudul “Pengurus Partai Politik Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah
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tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner, dan juga kepada

keluarga-nya, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Salah satu tujuan perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 adalah agar terciptanya fungsi Check and Balances dalam
lembaga kenegaraan dengan demikian kekuasaan tidak bertumpu hanya pada satu
institusi negara saja. Perubahan UUD NRI 1945 membawa implikasi yang luas
terhadap semua lembaga negara, salah satunya reformasi yang terjadi adalah
lahirnya lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Pembentukan Dewan
Perwakilan Daerah (senate atau upperhouse) dimaksud agar mekanisme Check
and Balances berjalan relative seimbang.*

Kemudian pula dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945
(UUD 1945) telah mereformasi banyak lembaga negara, baik di tingkat Legislatif,
Esksekutif dan Yudikatif. Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY),
dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga-lembaga negara yang
baru diperkenalkan dalam UUD 1945. Kedudukan dan fungsi MK, KY dan DPD
merupakan bagian terpenting dalam reformasi ketatanegaraan Indonensia. DPD
yang muncul sebagai produk amandemen ke tiga UUD 1945 (pasal 22C dan 22D)

merupakan lembaga perwakilan politik daerah provinsi yang dipilih melalui suatu

ITitik Triwulan Tuti, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia PascaAmandemen UUD
1945, (cet.l, Kencana 2010), him.113.
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pemilihan secara langsung. Proporsi untuk keanggotaan DPD tiap provinsi
jumlahnya sama, yaitu empat orang dari tiap provinsi yang sifatnya non-partisan.?

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah
(selanjutnya disingkat DPD) merupakan lembaga yang memiliki kedudukan
sebagai wakil dan representasi dari daerah (Provinsi)®. Melihat pada sejarah
ketatanegaraan Moh. Yamin pada saat itu mengungkapkan keberadaan daerah di
parlemen sangat penting, keterlibatan daerah dalam menjalankan pemerintahan di
pusat bisa menjadikan tolak ukur atau batasan bagi pemerintah pusat untuk
menyusun kebijaksanaan maupun kebijakan nantinya. Awal mula ide gagasan ini
lahir saat Moh. Yamin mengingat sejarah Sumpah Pemuda tahun 1928, bahwa
dengan ditandatanganinya sumpah pemuda maka setiap daerah menginginkan
kemerdekaan atas Indonesia.*

Lahirnya DPD dalam ketatanegaraan Indonesia digagas untuk
meningkatkan keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik
penyelenggaraan negara. Dengan harapan agar tercipta integrasi bangsa yang
kokoh dalam. bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran

DPD tidak dapat dilepaskan dari hubungan pusat-dan daerah yang selalu

2Kris  Nugroho, “Problematika Dewan Perwakilan Daerah: Antara Fungsi
Konstitusional dan Realitas Politik”, Jurnal, Jurusan Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga,
diakses pada hari Kamis 28 September 2017, Pukul 09.48 WIB.

3Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfa, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia,( cet.l, PT
Alumni, Bandung 2010), him.126.

Ahttps.//id. wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah_Republik_Indonesiaticite
_note-a-3 diakses tanggal 6 Juni 2018.
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mengalami ketegangan sejak kemerdekaan Indonesia. Dengan terbentuknya DPD
kepentingan-kepentingan daerah dapat terakomodasi.®

DPD sendiri lahir, juga sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998.
Dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik
yang berlangsung sejak era orde lama hingga orde baru, yang telah secara
signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah
pusat, yang sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintahan pusat
dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini. Selain itu,
keberadaan DPD dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam
wadah NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah dengan
membawa permasalahan/issue yang ada di daerah menjadi suatu
permasalahan/issue Nasional.®

Selanjutnya DPD lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan
bahwa daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentinganya secara
utuh di tataran nasional, kehadiran DPD mengandung makna bahwa ada lembaga
yang mewakili kepentingan diluar kepentingan golongan, komunitas yang syarat
dengan kepentingan tersebut. Para wakil perwakilan-daerah tersebut bukanlah
wakil dari suatu golongan, komunitas di daerah yang berbasis ideologi atau
harusnya juga bukan dari partai politik. DPD sebagai salah satu lembaga

perwakilan selain Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) tidak

SKhamami Zada,, “Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi
Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No.
1, 2015, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, him, 26-27.

5Miki Pirmasnyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di
Indonesia”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No.1, 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah, him, 164.
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dapat dilepaskan dan merupakan tuntutan dari terselenggaranya sistem
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengedepankan asas otonomi
dan tugas pembantuan.

Semula ide pembentukan DPD dikaitkan dengan upaya untuk
merestrukturisasikan bangunan parlemen Indonesia menjadi dua kamar
(bicameralism). Berdasarkan perubahan Ketiga UUD 1945, gagasan pembentukan
DPD dalam rangka restrukturisasi parlemen Indonesia menjadi dua kamar telah
diadopsikan. Jika ketentuan mengenai DPR diatur dalam Pasal 20, maka
keberadaan DPD diatur dalam Pasal 22 C dan Pasal 22D.” Adapun esensi dari
pasal tersebut menjelaskan bahwa keanggotan yang mengisi di DPD selama ini
boleh dari pengurus partai politik, hal inilah selama perjalanannya menjadi
polemik ketika DPD sendiri secara tugas dan wewenang berafiliasi pada lembaga
terwakil dari seluruh daerah di Indonesia.

Keberadaan DPD sebagai lembaga yang mewakili diluar kepentingan
golongan atau kelompok tertentu, maka seharusnya perlu diisi oleh anggota yang
murni indevenden dan- tidak berangkat dari partai politik. Pernyataan ini berawal
dari pengajuan permohonan Muhammad Hafidz sebagai pemohon ke Mahkamah
Konstitusi yang pernah mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD wilayah
Jawa Barat pada Pemilu 2014. Menurut Pemohon, dalam permohonannya, apabila
anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik akan lebih mengutamakan

kepentingan atau platform partai politik. Pada dirinya melekat jabatan, tugas,

"Tubagus Muhammad Nasarudin, “Peran DPD sebagai lembaga Negara dalam sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia ( UUD 1945 Pasca Amandemen),” Fiat Justisia Journal of
Law ISSN 1978-5186 Volume 10 lIssue. 1, January-March 2016, Fakultas Hukum, Universitas
Malahayati Bandar Lampung, him 2.
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fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan pengurus parpol tertentu ketimbang
mengutamakan kepentingan daerah secara keseluruhan. Apalagi, sebagian besar
partai politik di Indonesia masih bersifat sentralistik, dimana pengambilan
keputusan masih tergantung pada pimpinan di tingkat pusat. Pemohon menilai
frasa "pekerjaan lain™ mengandung ketidakjelasan makna. Sehingga, ia meminta
MK menambahkan tafsir “fungsionaris partai politik” dalam frasa "pekerjaan
lain". Penambahan tafsir ini, menurut pemohon, dapat mencegah timbulnya
konflik kepentingan antara jabatannya di partai politik dan di lembaga lembaga
legislatif dalam hal ini DPD. Adapun Selengkapnya yang menjadi dasar pengujian
tertuang pada Pasal 128 angka 1 UU Pemilu yang berbunyi,

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi
peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan (1) bersedia untuk tidak berpraktik
sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau
tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan
keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan “dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah berproses dalam persidangan, Akhrinya MK memberi kepastian
hukum yang beruapa putusan No. 30/PUU-XV1/2018, Mahkamah Konstitusi
(MK) secara bulat mengabulkan seluruhnya pengujian Pasal 128 huruf | UU No. 7

Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai syarat perseorangan yang ingin menjadi

8https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5h55c4e3ed1e8/mk-haramkan-pengurus-
parpol-jadi-anggota-dpd, diakses pada hari Senin 23 Juli 2018.
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calon anggota DPD ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat bahwa keanggotaan
DPD tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik.®

Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman menegasakan dalam
amar putusan yang digelar di gedung MK; bahwa Mengabulkan permohonan
pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan frasa ‘pekerjaan lain’ dalam Pasal 128
angka | UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai ‘mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.°

Dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI1/2018 tentang larangan pengurus
partai politik menjadi anggota DPD, penulis sangat ingin mengetahui apakah
putusan tersebut telah sesuai dengan marwah kelembagaan legislatif yang berada
pada tingkat manapun. Dari itu penulis melalui penelitian ini mencoba
mengkerucutkan pada sebuah judul yang berupa; PENGURUS PARTAI
POLITIK SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

(DPD) PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH.

Shttps://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ha3764277c0d/larangan-pengurus-parpol-
jadi-anggota-dpd-sejak-pemilu-2019/ diakses pada hari Kamis 20 September 2018.

Ohttps://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b55c4e3ed1e8/mk-haramkan-pengurus-
parpol-jadi-anggota-dpd, diakses pada hari Senin 23 Juli 2018.
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B. Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini penulis membagi dalam dua rumusan masalah yang
berupa:
a. Bagaimana Substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-
XV1/2018 tentang pemilu?
b. Bagaimana tinjauan Teori Magqasid al-Syari‘ah terhadap tidak
bolehnya anggota DPD dari pengurus partai politik berdasar putusan
MK No. 30/PUU-XV1/2018?
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Untuk mengetahui substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.
30/PUU-XV1/2018 tentang pemilu.

b. Untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis tinjauan hukum Islam
yang berupa Magasid al-Syari‘ah terhadap tidak bolehnya anggota DPD
dari pengurus partai politik berdasar putusan MK No. 30/PUU-XV1/2018.

2. Penelitian ini Kegunaannya untuk:
Manfaat penelitian ini dibedakan'menjadi dua yaitu:
a. Manfaat Teoritis
Penyusun berharap karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangan
pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum Islam pada

umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai tidak bolehnya
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anggota DPD dari pengurus partai politik berdasar putusan MK No.
30/PUU-XV1/2018.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan
bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya, bagi pemerintah,
Dinas-dinas terkait dalam mengambil suatu kebijakan yang lebih baik.
D. Telaah Pustaka
Sebenarnya tidak ada penelitian khusus yang membahas dari putusan MK
No. 30/PUU-XV1/2018 mengenai tidak bolehnya pengurus partai politik menjadi
anggota DPD, Namun yang berkaitan tentang anggota DPD dan partai politik ada
beberapa yang telah membahas, baik Skripsi atau jurnal. Di antaranya:
a. Penelitian yang dilakukan oleh Grimaldi Anugrah Putranto yang
berjudul; “Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan
Daerah Dari Kader Dan Pengurus Partai Politik”** Penelitian ini
bertujuan untuk menemukan apa yang menjadi problematika jika
anggota DPD ‘yang terlibat menjadi kader. atau pengurus Parpol.
Permasalahan-tersebut diteliti-dan dikaji ‘dengan metode penelitian
hukum normatif empiris dan menggunakan data sekunder yang terdiri
dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada dua problematika
yaitu dengan menurunya kinerja DPD serta tidak sesuai dengan

semangat pembentukan DPD dari awalnya. Dan problematika yang

“Grimaldi Anugrah Putranto, “Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan
Perwakilan Daerah Dari Kader Dan Pengurus Partai Politik”, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
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kedua adalah tidak terciptanya mekanisme “check and balances”
dengan konsep bikameral sistem yang ada di lembaga legisaltif. Dari
kedua problematika tersebut penulis merekomendasikan dua revisi
terhadap Undang-Undang, yang pertama revisi terhadap Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PEMILU serta
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD.

b. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Wawan Suryawan dan | Ketut Rai
Setiabudhi yang berjudul; “Sah Tidaknya Anggota Dewan Perwakilan
Daerah Masuk Partai Politik”*? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui persyaratan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah
dan memahami prosedur bisa tidaknya ketika seseorang yang telah
menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan ranggkap
jabatan, khususnya menjadi anggota partai politik. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum
yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyatakan keanggotaan DPD dilarang untuk

merangkap jabatan dengan badan yang anggaranya berasal dari

2Pytu Wawan Suryawan dan | Ketut Rai Setiabudhi, “Sah Tidaknya Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Masuk Partai Politik” Jurnal, Program Kekhususan Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Udayana.
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APBN/APBD. Mengacu pada UndangUndang Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa

keuangan partai politik salah satunya berasal dari APBN/APBD,

sehingga jika dilihat tentunya tidak sah ketika anggota DPD masuk

partai politik.

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Lembaga Negara
Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut
staatsorgaan. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara,
badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. Dalam kamus besar bahasa
Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal yang akan
menjadi sesuatu; (ii) bentuk asli; (iii) acuan; (iv) badan atau organisasi yang
bertujuan melakukan penyelidika keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v)
pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang bersturktur.®
Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan,

lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang
dibentuk berdasarkan atau kareana diberikan kekuasaan Undang-Undang Dasar,
ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaan dari Undang- Undang, dan
bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Hierarki
atau rangking kedudukanya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¥Jimly Asshiddigie, “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi”, Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahmakah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, him.
3L

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



16

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar
merupakan organ Konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-
undang merupakan organ undang-undang, sementara yang hanya dibentuk karena
keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatkanya dan derajat perlakuan
hukum terhadap pejabat yang duduk didalamnya. Demikian pula jika lembaga
dimaksud dibentuk dan diberikan kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu
lebih rendah lagi tingkattanya.*

Karena warisan sistem lama, harus diakui bahwa di tengah masyarakat kita
masih berkembang pemahaman yang luas bahwa pengertian lembaga, negara
dikaitkan dengan cabang-cabang kekuasaan tradisional Legislatif, Ekskutif dan
Yudikatif. Lembaga negara dikaitkan dengan pengertian lembaga yang berada
diranah kekuasaan Legislatif, yang berada diranah eksekutif disebut lembaga
pemerintah, dan yang berada di ranah Yudikatif disebut sebagai lembaga
pengadilan.

Karena itu, sebelum perubahan UUD 1945, biasa dikenal adanya istilah
lembaga pemerintah, lembaga departemen, lembaga pemerintah nondepartemen,
lembaga negara, lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi- negara. Dalam
hukum tata negara biasa dipakai pula istilah yang menunjuk kepada pengertian
yang lebih terbatas, yaitu alat perlengkapan negara yang biasanya dikaitkan
dengan cabang-cabang kekuasaan legislatif, ekskutif dan yudisial.*®

2. Teori Magqasid al-Syari‘ah

¥Ibid., him, 42.
¥1bid., him, 44.
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Dari segi bahasa Magasid Asy-Syari‘ahberarti maksud atau tujuan
disyariatkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya
adalah mengenai maslah hikmat dan illat ditetapkannya suatu hukum.!® Kajian
tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam islam merupakan kajian yang menarik
dalam bidang Usul Fikih. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merukapan
kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikaitkan bahwa istilah
magqhosid al-syari’ah identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Istilah yang
disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan Kkritis dengan tujuan
ditetapkan suatu hukum.*’

Tujuan hukum harus diketahui olen mujtahid dalam rangka
mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan menjawab persoalan-
persoalan hukum kontemporer yang kasusnya itu tidak diatur secara eksplisit oleh
alquran dan hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka
mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan suatu
kesatuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum disebut tidak
dapat diterapkan. Dengan-demikian pengetahuan Magasid Asy-Syari‘ahmenjadi
kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. 8

Tujuan Allah SWT mensyari’atkan hukumnya adalah untuk memelihara
kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia

maupun di akhirat, berdasarkan para ahli ushul figih, ada lima pokok yang harus

Akhmad al-Raisuni, Nazhariyat al-Maghosid ‘Inda al-Syatibi, (Rabath: Dar al-Anam,
1991), him. 67.

Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana llmu, 1997), him.
123.

B3atria Efendi, maghosid al-syari’ah dan Perubahan Sosial, dimuat dalam dialog (Badan
Litbang-Depag No 33 tahun XV, Januari 1991) him. 29.
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dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta.*°
1. Pengertian Magqasid Asy-Syari‘ah
Magasid syari’ah terdiri dari dua kata yaitu magdasid dan syari’ah yang
hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih.
Kata maqasid adalah jamak dari kata magsod yang artinya adalah maksud
dan tujuan kata syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang
ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan
atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid
berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi.
Karena yang dihubungkan kepada kata syari’ah berarti pembuat hukum atau
syar’i, bukan hukum itu sendiri.’® Dengan demikian, kata Magdsid Asy-
Syart‘ahberarti: apa yag dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum
atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.
Dalam kajian ilmu ushul figih ditemukan pula kata a/-hikmah yang
diartikan: “tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum”.
Dengan demikian, Maqgasid Asy-Syari‘ahitu mengandung-arti yang sama
dengan Kata hikmah.?
2. Al-maslahah sebagai Maqasid Asy-Syari‘ah
Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu
adalah al-maslahah atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan

kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam

¥Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, him. 123.
DAmir Syarifuddin, ushul figih jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008), him 231.
2bid, him. 231.
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persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian Magasid
Asy-Syart‘ahitu adalah maslahah itu sendiri. Atau Magasid Asy-Syari‘ah
adalah maslahah. Maksud Allah untuk kemaslahatan atau untuk
memaslahatkan umat itu dapat dilihat dalam firman Allah dalam alquran
yang bunyinya:

Gpelall 2225 V) il G5

Artinya: Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Wahai Muhammad) kecuali
rahmat bagi seluruh makhluk.?

Al-maslahah secara etismologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat,
oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal
sehat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan maslahat itu denga sesuatu
yang mendatangkan kebaikan. Dalam buku Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa
Imam al-Ghazali mengartikan al-maslahat itu dengan: “menurut asalnya
mendatangkan manfaat atau menolak mudharat”. Atau secara ringkas disebut:
“apa-apa yang mendatangkan manfaat atau menolak mudharat”.

Arti_yang_sederhana itulah  yang semula_digunakan oleh_Imam Ghazali.
Namun “Kkarena *“mendatangkan manfaat dan “menghindarkan mudharat” itu
merupakan maksud atau ‘keinginan manusia, bukan maksud Allah sedangkan
maslahat itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum, maka al-Ghazali

membuat rumusan baru yaitu: “memelihara tujuan syara’”. Sedangkan tujuan

22Al-Qur’an surat al-Anbiya’ (21) ayat 107.
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syara’ sehubungan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta. Tujuan yang lima itulah yang populer dengan sebuta prinsip yang lima.?
3. Tiga Tingkatan Magasid Asy-Syari ‘ah

Doktrin atau teori Maqasid Asy-Syart ‘ahdikembangkan oleh golongan ahli
ushul figih misalnya imam al-syatibi. Beliau mengembangkan teori ini dengan
bentuk tolak pada adanya ilmu kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk
memelihara lima kebutuhan pokok tersebut. Karena itulah Maqasid Asy-
Syart ‘ahini disebut juga al-maghosid al-khamsah.**

Al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah
mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk
kemaslahatan di dunia dan di akhirat.?®> Kemaslahatan itu akan terwujud dengan
cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat dharuriyyat (keharusan/kebutuhan
primer), hajiyyat (yang dibutuhkan/kebutuhan sekunder), dan terealisasinya
kebutuhan tahsiniyyat (penghias/kebutuhan tersier).®
a) Kebutuhan Dharurivat (Primer)

Kebutuhan dharuriyar (primer)-adalah kebutuhan yang-harus ada untuk

melaksakan kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi

BAmir Syarifuddin, ushul figih jilid 2, him 232.

24Marzuki, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), him. 59.

BAbu Ishak Al-Syatibi, al Muwafagat fi Ushul al-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Ma’rifah,
1975).hIm. 6.

BAlaidin Koto, Ilmu Fikih dan Ushul Figih, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),
him. 122.
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(hilang), kemaslahatan manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak
tercapai, dan kebahagiaan ukhrowi tidak bakal dapat diraih.?’
b) Kebutuhan Hajiyyat (Sekunder)

Kebutuhan Hajiyyat (Sekunder) merupakan kebutuhan yang sangat
dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari kebutuhan pokok
yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau
kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok. Jika kebutuhan ini
tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan atau
kacau, tetapi hanya membawa kesulitan.?

¢) Kebutuhan Tahsiniyyat (Tersier)

Kebutuhan tahsiniyyat (tersier) merupakan kebutuhan pelengkap bagi
manusia dalam menunjang pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder.?®
Kebutuhan tahsiniyyat adalah tindakan yang pada prinsipnya berhubungan
dengan al-Mukarim al-Akhlag, serta peliharaan tindakan-tindakan utama dalam
bidang ibadah, adat, dan mu’ammalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak
terwujud ‘maka kehidupan ‘manusia tidak.akan terancam kekacauan, seperti
kalau tidak terwujud aspek dharuriyyat dan juga tidak ‘akan membawa
kesusahan seperti‘tidak terpenuhinya aspek hajiyyat.>°

F. Metode Penelitian
Peneliatian ini bermaksud mendeskripsikan tinjauan hukum Islam dalam

tidak bolehnya anggota DPD dari pengurus partai politik berdasar putusan MK

ZImam Al-Ghazali, al-Musthafa fi Ilm al-Ushul I, (Beirut: Sar al-Kitab al-Ilmiyah, 1983),
him. 286-287.

BMarzuki, Pengantar Studi Hukum Islam’ hlm. 60.

21pid,him. 65.

OAlaidin Koto, Ilmu Fikih dan Ushul Figih, him. 125.
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No. 30/PUU-XVI1/2018. Oleh karena itu penysun akan menggunkan metode
analitis kualitatif yang terfokus pada penelitian bersifat diskriftif-analitis.

Menurut Jane Richi penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan
dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, prilaku, persepsi,
dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Sehingga mendapatkan gambaran
sosial yang lebih jelas pada fakta yang ada, serta pengruh politik kenegaraan.!

Untuk mendapatkan persoalan diatas, penysun telah mengumpulkan data
yang diperlukan untuk melakukan penelelitian kepustakaan. Sehingga penyusun
tekankan bahwa penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (/ibrary research).
Data yang dikumpulkan lebih bersifat kualitatif, sehingga memerlukan ketajaman
pemilihan data, untuk selanjutnya disajikan secara induktif, deskriptif-analitis.

Landasan berfikir metode kualitatif adalah paradigm positivism Max
Weber, Imanuel Kant, dan Wilhelm Dilthy. Objek penelitiannya adalah makna-
makna dibalik tindakan yang mendorong timbulnya gejala sosial. Untuk lebih
memudahkan penyusun dalam menyelesaikan rumusan masalah yang ada dalam
penelitian ini, maka penyusun memadukan pendekatan di atas dengan pendekatan
sosio-historis dan sosio-politik Islam ~dengan elite- penguasa dalam upaya
menentukan kebijakan.*?

Penelitian deskriptif merupakan bentik penelitian yang lazim digunakan
dalam penelitian yang pada umumnya berupa studi awal atau studi yang bersifat

eksploratif. Penelitian ini juga merupakan investigasi independen yang bertujuan

SlLexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. Ke-31 (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2013), him. 6.

%Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metodologi, dan Teknik Penelitian Sastra, cet. Ke-2
(‘Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006), him. 47.
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untuk menggambarkan sistem sosial, hubungan sosial politik atau masyarakat
sosial ke lembaga politik, sehingga memberikan informasi awal tentang issue
yang dinyatakan dalam penelitian sebagai penjelasan yang mendukung dalam
penelitian tersebut.®® Penelitian deskriptif juga berpatron pada bentuk penelitian
dengan memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu,
keadaan, gejala atau kelompok tertentu.3*

Hadari Nawawi menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif
adalah suatu penelitian yang terbatas mengungkapakan suatu masalah atau
keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk
mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ini ditekan pada pemberian gambaran
secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang sedang diselidiki.

Penelitian ini merupakan penelitian (library research) yaitu penelitian
yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku serta karya ilmiah yang
berkaitan dengan tema penelitian, yang dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Sumber primer dalam penelitian ini adalah berbentuk data dari situs
resmi Badan-badan pemerintahan,. buku-buku yang memuat kondisi
sosial, politik;-ekanomi, tokeh, di wilayah pemerintahan Daerah.

2. Sumber sekunder, meliputi penelitian ilmiah yang dilakukan peneliti
terdahulu yang isi dari peneliti itu menyangkut tentang Dewan

Perwakilan Daerah.

3M. Atho’ Mudzhar, Membaca Gelombang Jihad: antara Tradisi dan Liberalisasi
(Yogyakarta: Titihan llahi Press. 1998), him. 195.

34Satrio Sarankos, Sosial Research (Melbron: Mac Milan Education Australia Pty Ltd,
1993), him. 7.
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3. Sumber tersier, meliputi koran, majalah, jurnal ataupun internet

(wikipedia) yang terkait dengan tema penelitian ini.

Dalam penelitian ini mengumpulkan data dilakukan dengan cara pertama
pengumpulan data. Yaitu pengumpulan data yang berhubungan dengan peraturan
perundang-undangan Pemilu, kebijakan-kebijakan melalui putusan Mahkamah
Konstitusi; kedua klarifikasi data. Yaitu usaha untuk memilih data agar supaya
memudahkan dalam memahami data; ketiga interpretasi data. Yaitu data yang
telah diklarifikasi kemudian ditafsirkan atau diinterpretasikan untuk memperoleh
artikulasi sesuai kebutuhan penyusun dan keempat dilakukan analitis dat dengan

menggunakan metode deskriptif-analitis.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, diawali dengan bab pertama, yaitu
pendahuluan. Bab ini dibagi dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama latar
belakang masalah, yaitu mendeskripsikan mengenai konteks umum penelitian
sehingga akan-di dapat gambaran yang jelas mengenai konteks umum penelitian
sehingga akan di dapat gambaran yang jelas mengenai latar belakang mengapa
penelitian ini, dilakukan.-. bab  kedua, konsep teori fungsionalisme dan teori
maqasid syari’ah, bab ketiga membahas tentang keanggotaan DPD dan putusan
MK No. 30/PUU XVI1/2018. bab keempat analisis terhadap putusan MK No.

30/PUU XV1/2018 perspektif magasid syari’ah. bab kelima adalah penutup.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian ini menyimpulkan dua hal terkait larangan anggota DPD dari
pengurus partai politik melalui putusan MK No. 30/PUU-XV1/2018, dengan
kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara substansi alasan Mahkamah Konstitusi memberi putusan terkait tidak
bolehnya pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah,
adalah memberi kepastian hukum terhadap syarat calon anggota DPD yang
diatur dalam undang-undang pemilu sebelumnya. Alasan tersebut berdasar
ketidakjelasan frasa ‘pekerjaan lain’ yang disampaikan dalam pasal 128 huruf |
undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian MK juga
mengatur keanggotaan DPD harus melalui prosedural menyatakan mundur dari
partai politik dengan pernyataan tertulis, apabila sebelumnya telah terikat
dalam kepengurusan. Prosedural ini diambil sebagai bukti anggota DPD saat
menjalankan ‘tugas dan wewenang lembaga perwakilan nantinya dapat
menghindari keberpihakan atas kepentingan golongan tertentu. Karena DPD
dibentuk * berlandaskan prinsip  regional  representation bukan political
representation.

2. Melalui tinjauan Magasid al-syari‘ah terhadap putusan MK No. 30/PUU-
XV1/2018, penulis mendapati kesesuai atas tujuan MK mengeluarkan putusan
tersebut. Dimulai dari konsep al-daririyyah (keniscayaan), bahwa dengan

keterwakilan DPD dari masyarakat daerah provinsi, tentunya sudah menjadi
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hal wajib berlakunya suatu aturan yang jelas dan sesuai dengan apa yang telah
diamanatkan oleh undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945.
Selanjutnya melalui konsep al-hajiyyah (kebutuhan), penulis menganggap
keberadaan negara Indonesia yang semua tindakannya harus berlandaskan
hukum, secara pengertian tersebut menegaskan putusan MK dapat menjadi
landasan penting dalam merumuskan keanggotaan DPD lebih baik lagi. Hal ini
sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya
dalam Konsep al-tahsiniyyah (Pelengkap), putusan MK sebenarnya menjadi
pelengkap dari undang-undang yang berlaku, yakni UU Pemilu no 7 tahun
2017. Namun secara kekuatan hukum, MK menempatkan syarat keanggotaan
DPD pada posisi utama dan harus ditaati demi terealisasnya suatu sistem
demokrasi yang baik dan benar.
B. Saran-saran
Sebagai upaya mewujudkan komposisi lembaga legislatif di lingkup
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi
MK No. 30/PUU-XVI1/2018," penulis menyarankan ‘untuk memperketat dan
selektif dalam mengadakan pemilihan legislatif selanjutnya; agara putusan ini
dapat berlaku secara konsisten dan mampu menjadi aturan yang berasaskan

keadilan bersama.
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